BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 156 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBIAYAAN PEMILIHAN

Menimbang:

Mengingat

KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Cilacap Nomor
257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 156 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembiayaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cilacap,
dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 156
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, dan
Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk
Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten
Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);



Menetapkan :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 134);

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI CILACAP NOMOR 156 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBIAYAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CILACAP.

MEMUTUSKAN :
Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 156 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di
Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 156),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 15, angka 16,
angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
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11.
12.
13.
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. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Cilacap yang
dipimpin oleh camat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap yang
mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara
demokratis.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam
rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa.

Dihapus

Dihapus.

Panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk Camat untuk mengawasi
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bantuan
Keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pendanaan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cilacap kepada Pemerintah Desa yang disalurkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia
Pemilihan, digunakan sebagai biaya pemilihan Kepala Desa.

Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat
RAB adalah rencana penggunaan bantuan keuangan yang disusun dan
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk selanjutnya diusulkan kepada
Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan Bupati.

Hari adalah hari kerja.



2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten Cilacap
yang disalurkan melalui APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Pemerintah Desa dapat menyediakan biaya pendampingan Pemilihan Kepala
Desa dalam APBDesa pada saat Pemilihan Kepala Desa.

(3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap-
tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Besaran biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
melebihi dari besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan dari Rekening Kas Desa berpedoman
pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa).

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap A
pada tanggal 27 JUI 2021

BUPATI ZILACAP,

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 Jy[ 202

SEKRETARIS DAERAH
KABUDRATEN CILAZAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 8 4



